Menimbang: a.

Mengingat

—_

KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

bahwa dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi serta
upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan
pemungutan retribusi izin gangguan, Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi 1zin Gangguan
sudah fidak relevan lagi untuk dilaksanakan sehingga perlu untuk
diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Izin Gangguan;

. Undang-Undang Gangguan Tahun 1926 Nomor 226 yang telah

dirubah dan disempurnakan terakhir dengan Stb Tahun 1940
Nomor 450;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32740)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4045);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersin dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengeloloan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Reftribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

14.Peraturan  Pemerintah  Nomor 27 Tahun 1983 tentang
pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4391);



16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

17.Peraturan  Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4591);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

21.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2006 Nomor 23);

22.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2008 Nomor 2);

23.Peraturan Daoerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

24.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2009 Nomor 4).

25.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009
Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG.
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Kota Magelang .

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Magelang .

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah dan/ atau reftribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan , organisasi masa,organisasi  sosial  politik,atau organisasi  yang
sejenis,lembaga,bentuk usaha tetap,dan bentuk badan lainnya.

Izin Gangguan adalah kegiatan izin tempat usaha yang diberikan kepada
orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, yang meliputi kegiatan
pengendalian dan pengawasan terhadap tempat-tempat usaha yang
dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan (tidak termasuk
tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah), supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya,
kerugian atau gangguan.

Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengolahan baik
yang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal
Asing (PMA) maupun Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman
Modal Asing (PMDN/PMA).

Perusahaan Non Industri adalah perusahaan yang bergerak diluar bidang
industri yang dijalankan secara teratur dalom suatu bidang tertentu dengan
maksud untuk mencarai keuntungan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediokan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Waijib Reftribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
refribusi, tfermasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.



1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Waijib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD
adalah surat yang digunakan oleh Waijib Retribusi untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Reftribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat
yang digunakan oleh Waijib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Surat Ketetapan Reribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentuknan jumlah kelebinhan
pembayaran retrubusi karena jumlah kredit refribusi lebih besar dari pada
retfribusi terutang atau seharusnya tidak terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Refribusi yang menentukan
tambahan atau jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;

Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus
dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan
pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retfribusi maupun sanksi
administrasi.

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Waijib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah
atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah
ditentukan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Waijib Retribusi
yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluarsa dan
retribusi lainnya yang masih terutang.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan findak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian findakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukfi itu
membuat terang tentang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.



24.

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan
atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka
memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan  dan  pengawasan
pemungutan refribusi izin  gangguan agar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah dalom rangka
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang izin gangguan serta
terwujudnya iklim usaha yang berjalan dengan baik, tertio dan aman,
memberikan kenyamanan berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat.

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi bagi setiap orang
atau badan hukum atas pelayanan pemberian Izin Gangguan.

Objek Retribusi adalah setiap kegiatan pemberian izin gangguan kepada
orang atau badan.

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh
Izin Gangguan.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 4
Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Reftribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa untuk Izin Gangguan diukur berdasarkan golongan jenis
usaha, kelompok usaha, lokasi tempat usaha/kelas jalan, luas tempat usaha,
tenaga kerja, daya PK, jumlah kendaraan bus dan/atau truk, jumlah kendaraan
non bus dan/atau tfruk dan jumlah hewan piaraan.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB VI
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dalam penetapan tarif  retribusi didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang
bersangkutan.

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi komponen biaya survey, biaya transportasi dalam rangka
pengawasan dan pengendalion serta biaya pembinaan dan biaya
administrasi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Besarnya reftribusi izin gangguan adalah hasil perkalian tarif retribusi dengan
hasil penjumlahan indeks kelompok usaha, lokasi tempat usaha/kelas jalan,
luas tempat usaha, tenaga kerja, daya PK, jumlah kendaraan bus dan/atau
truk, jumlah kendaraan non bus dan/atau truk dan jumlah hewan piaraan.

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.
15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Indeks golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) tercantum pada
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Pasal 8

Perpanjangan atas Izin Gangguan dikenakan retribusi sebesar 75 % (tujuh puluh
lima per seratus) dari besarnya retribusi yang bersangkutan.

(1)

(2)

BAB VIII
MASA RETRIBUSI , SAAT RETRIBUSI TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi adalah seloma perusahaan yang bersangkutan menjalankan
kegiatan usahanya dan untuk kepentingan pembinaan, pengendalian serta
pengawasan pemegang izin wajio mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun
sekali.

Saat Reftribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.



(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

Pasal 10
Setiap Waijib Retribusi wajib mengisi SPTRD.

SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPTRD diatur oleh
Walikota.

BAB IX
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Waijib Retribusi sebagaimana mestinya,
maka diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data
yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah
retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD KBT.

(1)

(2)

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk
sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari
kerja.

Pasal 14

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.

(1)

(2)

Pasal 15

Setiap pembayaran retribusi baik melalui Kas Daerah maupun di tempat lain
yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran.

Setiap pembayaran dicatat dalam bukti penerimaan.



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur
oleh Walikota.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak
jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau
peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Reftribusi harus melunasi retribusi
yang terutang.

Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

BAB Xl
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat wakiu yang ditentukan
sebagaimana dimaksud dalom Pasal 16 ayat (1) maka dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang
terutang dengan menerbitkan STRD.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB XiIlI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retfribusi.

Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberkan dengan memperhatikan kemampuan Waijib
Retribusi.

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
diberikan kepada Waijib Retribusi yang tertimpa bencana alam atau
kerusuhan dan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
diatur oleh Walikota.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB XIV
PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBATALAN

Pasal 19

Walikota karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Retribusi dapat
membetulkan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan fulis,
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan retribusi daerah.

Wajib Reftribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan ketetapan,
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga dan
kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan
kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.

Waijib Reftribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan
retfribusi yang tidak benar.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau
pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterima
SKRD diterima dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk
mendukung permohonannya.

Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga)
bulan sejak surat permohonan diterima.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat
dan Walikota tidak memberi suatu keputusan ,

permohonan yang digjukan dianggap dikabulkan.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 20

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tfertulis paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan dengan alasan yang jelas,
kecuali apabila Waijib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak
menunda kewajiban membayar membayar retribusi dan pelaksanaan
penagihan Retribusi.

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.

10



(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat
dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan
dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

Waijib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Reftribusi kepada Walikota.

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Reftribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Waqjib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran refribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga
sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XVl
KADALUWARSA
Pasal 22

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (figa) tahun terhitung sejak saat terutangnya reftribusi, kecuali
apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

Waijib retribusi yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling
loma 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
retribusi terutang.
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(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan
sanksi fambahan berupa pencabutan izin.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
daerah.

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 24

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalom Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tfindak pidana di bidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan  bukfi
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan findak pidana retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau sanksi;

j.  menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang refribusi  menurut  hukum  yang  dapat
dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana yang berlaku.
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BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Hal-hal yang belum diatur dalom Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya diatur oleh Walikota.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor
5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2000 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2009

WALIKOTA MAGELANG

Cap / ttd

FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Cap/td
S. BUDI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 16
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di
bidang lzin gangguan perlu mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian terhadap peningkatan kegiatan usaha guna mencegah
timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan.

Didalam Undang-undang Gangguan memberikan kewenangan kepada
Pemerintah Daerah diantaranya adalah untuk melakukan pengaturan tentang
biayanya. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk kelancaran
pelaksanaan pemungutan retribusi izin di wilayah Kota Magelang serta dalam
rangka mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu mengatur
secara jelas tentang Retribusi Izin Gangguan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan
Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan
untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam
memahami dan melaksanakan pasal-pasal  yang bersangkutan
sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan
hak dan kewaqjiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai
tertib administrasi pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Daya PK (pander kraach) adalah satuan daya pada mesin penggerak.
Pasal 6

Cukup Jelas
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Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

untuk jenis usaha

- tower bersama, tower, menara hanya diperuntukkan bagi yang
menggunakan genset.

- Hewan piaraan diklasifikasikan dalam beberapa jenis sebagai
berikut :

a. hewan besar terdiri dari : sapi, kerbau, kuda dan babi.
b. hewan kecil terdiri dari : kambing, domba dan kelinci.

c. hewan unggas terdiri dari : ayam, itik, burung dan jenis
unggas lainnya.

Bahwa tarif retribusi izin gangguan dihitung berdasarkan hasil perkalian
tarif retribusi sebesar Rp. 15.000,- dengan hasil penjumlahan indeks
kelompok usaha, lokasi tempat usaha/kelas jalan, luas tempat usahag,
tenaga kerja, daya PK, jumlah kendaraan bus dan/atau truk, jumlah
kendaraan non bus dan/atau fruk dan jumlah hewan.

Contoh:

Usaha Rumah sakit Swasta yang terletak di Jalan Tentara Pelajar dengan
luas tempat usaha 500 M2, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 80
orang dan menggunakan diesel sebesar 20 PK dan mempunyai 2 unit
mobil ambulance serta 2 unit mobil sedan.

Besarnya Reftribusi Izin Gangguan yang harus dibayar :
« Jenis Usaha (Rumah sakit) dengan indek 20

* Lokasi tempat usaha/kelas jalan(Jl.Tentara Pelajar) dengan indek 14

e Luas Tempat Usaha (500 M?) dengan indek 14
« Banyaknya tenaga kerja (80 orang) dengan indek 15
 Penggunaan Mesin (20 PK) dengan indek 4
e Jumlah kendaraan(2 ambulance & 2 sedan) dengan indek 1.6
» Jumlah hewan piaraan (0) dengan indek 0
Jumlah Indek 68,6

Tarif Retribusi X Jumlah Indek

Rp. 15.000,- X 68,6

Rp. 1.029.000,-

Jadi besarnya retribusi yang harus dibayar sebesar Rp. 1.029.000,-

Besarnya Retribusi
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Pasal 8

Untuk penghitungan perpanjangan Retribusi 1zin Gangguan dikenakan
tarif sebesar 75% dari besarnya retribusi yang seharusnya. Analog

dengan  perhitungan
75% x Rp. 1.029.000,- = Rp. 771.750.-

Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

sebesar
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Cukup Jelas
Pasal 25

Cukup Jelas
Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal 27

Cukup jelas
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